Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR O& TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan
Air Minum Banjarbakula Pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan
Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); '

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3045);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang  Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),



13.

14.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1S5 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6405);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Menteri Dalam Negari Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah) ;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5082);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0155
Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017
Nomor 155);

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 95);-
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25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106
Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Telanis Daerah Balai Pengelolaan Air
Minum Banjarbakula Pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR
MINUM BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Minum yang selanjutnya disebut UPTD
BPAM Banjarbakula adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Air
Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan
Selatan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit
Pelaksana Teknis/Badan Daerah dalamm meberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan daerah
dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha
yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD atau Tim/Unit
tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus
untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Barang/Jasa
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai
dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
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BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 2

Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pengadaan
barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
bersumber dari pendapatan BLUD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien,

efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek
bisnis yang sehat.

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan fleksibilitas berupa
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersumber dari:
a. jasa layanan;

b. Hibah tidak terikat;

c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan
oleh Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan
Selatan.

Untuk Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah
terikat dapat dilakukan sesuai dengan:

a. ketentuan pengadaan dari pemberi hibah; atau
b. mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD.

Pasal 4

Mekanisme dan jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD
diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Gubemnur ini.

Mekanisme dan jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin ketersediaan barang
dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang
sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk
mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan
pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
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(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan
yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 6
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dengan ketentuan pengadaan Langsung
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk

mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan
Kepala Daerah.

Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal g AN 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 2



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 02 TAHUN 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM
BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR JENJANG NILAI DAN MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM

BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO. BESARAN NILAI MEKANISME KET.

1. | Pengadaan Barang/ | Dilakukan pengadaan langsung kepada | Peraturan
Jasa dengan nilai | penyedia barang/jasa melalui agen tunggal, | Presiden
sampai dengan | distributor dan atau penyedia barang/jasa | Republik
Rp10.000.000,00 lainnya tanpa ~membedakan golongan | Indonesia
(sepuluh juta | pengusaha kecil atau non kecil dengan | Nomor 16
rupiah) pertanggungjawaban berupa bukti | Tahun 2018

pembelian/nota/faktur pembayaran disertai | tentang
materai secukupnya yang dilakukan oleh | Pengadaan
Pelaksana Pengadaan yang ditunjuk. Barang/Jasa

2. |[Pengadaan Barang/ | Dilakukan pengadaan langsung Képada | Pemerintah
Jasa dengan nilai | penyedia barang/jasa melalui agen tunggal,
diatas distributor dan atau penyedia barang/jasa
Rp10.000.000,00 lainnya tanpa ~membedakan  golongan
(sepuluh juta | pengusaha kecil atau non kecil dengan
rupiah) sampai | pertanggungjawaban berupa kuitansi
dengan nilai | pembayaran disertai materai secukupnya
Rp50.000.000,00 yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan
(ima puluh juta | yang ditunjuk.
rupiah)

3. | Pengadaan Barang/ | Dilakukan dengan pengadaan langsung | Peraturan
Jasa dengan nilai | kepada penyedia barang/jasa lainnya yang | Lembaga
diatas ditunjuk tanpa membedakan golongan | Kebijakan
Rp50.000.000,00 pengusaha kecil atau non kecil dengan |Pengadaan
(ima puluh juta | pertanggungjawaban berupa Surat Perintah | Barang /Jasa
rupiah) sampai | Kerja (SPK) yang dilakukan oleh Pelaksana | Pemerintah
dengan nilai | Pengadaan. Nomor 12
Rp750.000.000,00 Tahun 2018
(twyjuh ratus lima o tentang
puluh juta rupiah) - Pedoman

4. | Pengadaan langsung | Dilakukan dengan metode tender/seleksi | Pengadaan
penyedian barang/ | oleh Pelaksana Pengadaan dengan | Barang /Jasa
jasa yang nilainya | pertanggungjawaban berupa Surat |yang
Rp750.000.000,00 Perjanjian (Kontrak). Dikecualikan
(tuyjuh ratus lima Pada
puluh juta rupiah) Pengadaan
sampai dengan Barang/Jasa
Rp1.000.000.000,00 Pemerintah
(satu milyar rupiah)

S. Pengadaan Barang/ | Dilakukan dengan metode tender/seleksi
Jasa dengan nilai | oleh Pelaksanaan Pengadaan ULP PBJ
Rp1.000.000.000,00 | dengan pertanggungjawaban berupa Surat
(satu milyar rupiah) | Perjanjian (kontrak) /

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR
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